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KATA PENGANTAR EDISI KE |

Mata kuliah Hukum Ekstradisi dan Bantuan hukum Timbal
Balik dalam Masalah Pidana merupakan materi kuliah Hukum
Pidana Internasional di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,
sejak tahun 2002 sampai sekarang.

Penulis berpendapat bahwa, materi mengenai hukum ekstradisi
dari aspek teoritik dan praktik saat ini sangat langka dalam
kepustakaan hukum di Indonesia, kecuali beberapa makalah tersebar

dalam berbagai seminar nasional dan internasional.

Dalam penulisan buku ini penulis memperoleh bantuan teknis
dari beberapa pihak dan juga asisten penulis, Widati Wulandari, dan
Nella Sumika putri di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Untuk semua bantuan tersebut penulis mengucapkan terima kasih.

Buku ini menjadi kenyataan dan harapan pembaca karena
dukungan moril isteriku Hanny Hanurawati dan anak-anakku

selama aku di dalam pengasingan.

Harapan penulis, penerbitan Buku ini juga dapat menjadi salah
satu cara sosialisasi masalah ekstradisi kepada seluruh masyarakat
dan khususnya kaum akademisi hukum serta praktisi hukum di
Indonesia. Kepada Penerbit PT Fikahati Aneska, penulis mengucap-
kan terima kasih atas penerbitan perdana buku ini.

Cluster Monaco, Cibubur, Bogor-Januari 2010

Romli Atmasasmita



* Permip,

Indonesia telah memiliki dan L'ndang-undang RI Nomo, l
tahun 2006 tentang Bantuan Timbagl Balik dalam Maga)yh, Pidang
sebagai undang-undang Payung (umbrella act) unqyl kcrjasam;;
dalam proses penvelidikan, penyidikan dan penuntutan tindy)
pidana serta perampasan aset tindak pidana. Begitupula Indones,
telah memiliki Undang-undang Nomor | Tahup 1979 tentang
Ekstradisi sebagai payung hukum untuk proses negosiasi membahas
draft perjanjian ckstradisi dengan negara lain. Sekalipun demikian
pemerintah Indonesia dalam praktik bersikap fleksibel seperti fh
dalam perundingan draft teks perjanjian ekstradisi antara Repubhjl((
Indonesia dan Republik Korea, di mana Indonesia sepakat untut
tidak menggunakan daftar kejahatan (list of crime) )’;ngtej;i;
diekstradisikan. Penjelasan UU Nomor 42 -TahunR ZOuOb“k -
Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Rep
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menegaskan bahwa dihapuskannya sistem daftar kejahatan (sistem

elective) -sekalipun UU Nomor 1 Tahun 1979 tersebut menganut

sistem enumeratif- adalah untuk mengantisipasi perkembangan

kejahatan transnasional yang baru

Praktik perjanjian Ekstradisi bagi Indonesia bukan masalah
hukum baru karena setelah Kemerdekaan RI, Indonesia telah
mengikatkan diri ke dalam perjanjian ekstradisi dengan 5 (lima)
negara dan 2 (dua) perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam
Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance Treaty), dan 1 (satu)
perjanjian penyerahan pelanggar hukum yang melarikan diri. Kelima
perjanjian ekstradisi tersebut, adalah, Undang-undang Nomor 9
Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia; Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian
Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Phillipina serta
Protokol; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Perjanjian
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan
Thailand tentang Ekstradisi; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994
tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia
dan Australia. Dua perjanjian Bantuan hukum timbal balik dalam
masalah pidana adalah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999
tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan
Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
(Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual
Assistance in Criminal Matters); dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian - antara Republik

Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum
Timbal Balik dalam Masalah Pidana

(Treaty between the Republic of
Indonesia and The People’s Republ

ic of China on Mutual Legal



)

Assistance in Criminal Matters). Satu perjanjian Penyerahgp,
pelaku
n
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pen§

pelanggaran hukum yang melarikan diri dengan Hongk,
> Yai,

: : : . €sa
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemer hay

lntah
arikan

d0n65'
and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugin'vm
es

Offenders).

Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Me|
Diri (Agreement between the Government of the Republic of In

Pemerintah Indonesia juga telah menandatangan saty
perjanjian regional dalam bantuan hukum timbal balik da,,
masalah pidana, yaitu,Undang-undang Nomor 15 Tahun 7
tentang Pengesahan Treaty on Mutual Assistance in Crimipg
Matters(Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalay
Pidana) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan ‘Pemerinta},
Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapur,

dan Vietnam yang telah ditandatangani tanggal 29 Nopember 2004.

Kesembilan perjanjian tersebut di atas merupakan perkem-
bangan penting pasca kemerdekaan dalam bidang pencegahan dan
pemberantasan kejahatan yang bersifat transnasional dan teror-
ganisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Per-
kembangan tersebut menuntut keperluan dunia akademik khusus
Fakultas Hukum untuk turut melakukan penelitian dan pendidikan
khusus dalam hukum ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik
dalam masalah pidana. Keperluan tersebut sejalan dengan per-
kembangan ilmu hukum pidana dan hukum internasional terutama
dalam era globalisasi saat ini dan di masa yang akan datang.
Perkembangan praktik pencegahan dan pemberantasan kejahatan
transnasional dan terorganisasi yang disertai dengan perkembangan
ilmu hukum dalam bidang yang sama memungkinkan terjadinya
perkembangan teoritik yang pesat sehingga diharapkan memberikan
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umpan balik terhadap efektivitas dan efisiensi penegakan hukum
terhadap kejahatan-kejahatan dimaksud. Selain itu pula, pengajaran
tentang hukum ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik di
fakultas hukum diharapkan dapat menghasilkan sarjana hukum yang
memahami perkembangan praktik hukum dalam kerangka hu-

bungan internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan
kejahatan transnasional dan terorganisasi.

Niat menulis topik ekstradisi ini semakin menguat ketika
mengamati pemahaman keliru beberapa pejabat tinggi pemerintah
yang belum dapat memahami tentang pengertian, dan lingkup serta
objek ekstradisi dalam hukum internasional; dan ekstradisi sebagai
sarana hukum untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pem-
berantasan (penindakan) kejahatan yang bersifat lintas batas
teritorial atau kejahatan transnasional. Masih ada yang keliru
menyamakan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam
masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matters) baik
dikalangan pejabat tinggi pemerintah maupun akademisi.

Buku ini disusun dengan bahasa Indonesia yang mudah
dipahami sekalipun oleh orang awam, dibagi dalam 4 (empat) Bab.

Bab I Asal-usul dan Karakteristik Ekstradisi, diawali dengan
uraian mengenai pengertian istilah, ekstradisi, karena kalimat ini
sering diucapkan banyak orang termasuk praktisi hukum akan tetapi
tampaknya belum dipahami makna sesungguhnya dari pengertian
istilah tersebut. Misalnya, ada buku mengenai ekstradisi yang
mengartikan dalam dua suku kata, “eks” diartikan keluar, dan
“tradere”, diartikan diserahkan. Pemaknaan pengertian istilah ini
sangat menyesatkan karena tidak benar. Bagian awal dari Bab I
menerangkan sesungguhnya pengertian istilah, ekstradisi sesuai
dengan narasumber ahlinya. Selain pengertian dan istilah, Bab 1
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X

menguraikan karakteristik ekstradisi yang selamj ; i g, ;
sebagai salah satu bentuk perjanjian saja; sedangka, dar Ny, d,
kepustakaan, perkembangan ekstradisi sejak abaq N anQI
ngalami perubahan makna dan prosedur dalap, hat tp'ah
negara terutama perubahan khusus mengenai Staty }:J "‘
uky,

orang yang diminta untuk diekstradisi.

Bab I menguraikan prinsip umum ekstradis; yang ¢
hukum internasional tentang ekstradisi dan g}, rnalq r
cualiannya sejalan dengan perkembangan pandanggy -
internasional terhadap beberapa jenis kejahatan transy, maav/:”h
kejahatan internasional setelah berakhirnya Perang Du% on
Uraian khusus dalam Bab II yang menarik untuk dicenn 1? K,
perubahan pandangan masyarakat internasional terhyg,
cualian atas prinsip nasionalitas dan prinsip ne bis in j demi
setelah perkembangan pemajuan hak-hak ekonomi, sogiy ha
dan hak politik diadopsi dan diberlakukan sebagai i ‘.

L

"

hukum internasional.

Bab III menguraikan perkembangan praktik ekstragi; -
dimulai dengan membandingkan model ekstradisi yang ;
tradisional dan model ekstradisi yang telah maju dan m;nz«;;
barkan perkembangan gradual diantara kedua ‘model eb

tersebut.
ekstradisi, dalam Bab III diuraikan praktik ekstradisi negr.

Eropa yang dideklarasikan pada tahun 2002 dan berlaku efekt >
tahun 2004. Praktik ekstradisi dalam lingkungan negard Uni b
dan beberapa negara lain dikenal dengan Konvensi Uni &
tentang Surat Penangkapan dan Penyerahan Pelaku 1“ :
(European Arrest Warrant and the Surrender of Fugitie-"
yang menghapuskan prosedur penyerahan tersangky €™
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melalui jalur ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik yang
konvensional.

Model ekstradisi di Uni Eropa yang dikenal dengan istilah,
“surrender”, merupakan contoh aktual dan relevan bagi kelompok
negara aanggota ASEAN baik dilihat dari sisi geografis, kultural
maupun dari sisi sistem hukum yang berlaku. Satu hal penting untuk
dijadikan acuan negara anggota ASEAN dari model EAW 2002
tersebut, adalah, tidak ada- alasan apapun yang dianggap sulit untuk
menggabungkan atau merger antara sistem hukum acara Civil Law
dan Common Law di dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
kejahatan lintas batas teritorial pada era globalisasi saat ini. Untuk
memperoleh perbandingan bagaimana masyarakat internasional
melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan masalah
ekstradisi sebagai bagian terpenting dalam penegakan hukum
terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation
of human rights), Bab III secara khusus menguraikan model Statuta
ICC dalam prosedur penyerahan tersangka yang menjadi yurisdiksi
Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court).

Bab IV bagian penutup merupakan akhir dari uraian yang berisi
pandangan dan sikap penulis terhadap perkembangan ekstradisi dan
masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep dan berbagai model
hukum tentang ekstradisi.

Buku mengenai hukum tentang ekstradisi merupakan substansi
yang relatif baru dalam kepustakaan hukum Indonesia oleh karena
itu harapan penulis semoga buku ini bermanfaat bagi perkembangan

hukum ektradisi di Indonesia dan hukum pidana internasional pada
umumnya.
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